BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya daya serap anggaran kas pada Dinas Sosial Provinsi

Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya
serap anggaran kas, berarti hipotesis ini terdukung dengan nilai
koefesiennya sebesar 0,024 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
baik dokumen perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur akan meningkatkandaya serap
anggaran kas.

2. Pencatatan Administrasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
daya serap anggaran kas, berarti hipotesis ini tidak terdukung dengan nilai
koefesiennya sebesar 0,435 > 0,05. Hal ini menunjukkan baik atau buruknya
sistem pencatatan administrasi yang ada pada Dinas sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur tidak mempengaruhi daya serap anggaran kas.

3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan
terhadap daya serap anggaran kas, berarti hipotesis ini terdukung dengan
nilai koefesiennya sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan semakin
memadainya kompetensi SDM yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka akan semakin meningkatkan daya serap anggaran

kas.
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4. Dokumen pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap
anggaran kas, berarti hipotesis ini terdukung dengan nilai koefesiennya sebesar
0,025 < 0,05. Hal ini menunjukkan semakin baik pengelolaan dokumen
pengadaan dan pejabat/pegawai yang menanganinya pada Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur maka akan meningkatkan daya serap anggaran
kas.

5. Uang Persediaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap
anggaran kas, berarti hipotesis ini tidak terdukung dengan nilai koefesiennya
sebesar 0,903 > 0,05. Hal ini menunjukkan baik atau buruknya mekanisme
penggunaan uang persediaan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka dapat disarankan
beberapa hal sebagai berikut :

a. Sebaiknya dalam proses pembuatan Dokumen perencanaan para pejabat
menentukan jumlah anggaran sesuai kebutuhan pada Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur, agar tidakterjadi revisi yang dapat menghambat
proses penyerapan anggaran kas yang disebabkan harus menunggu
persetujuan dari pejabat berwenang.

b. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menambah atau
meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia agar dalam pelaksanaan
tugas Kkiranya tidak terjadi rangkap tugas yang menyebabkan

keterlambatan tugasnya, dan kiranya para pegawai yang diberikan tugas

79



dan tanggung jawab tersebut sudah memiliki pengalaman dalam bidang
tersebut atau sudah mendapat pelatihan terlebih dahulu sehingga dapat
meningkatkan persentase daya serap anggaran kas.

. Untuk menimimalisasi permasalahan pejabat/pengelola terkait yang
mengalami mutasi, maka sebaiknya pola mutasi diatur sedemekian rupa
agar pola mutasi bagi pengadaan barang/jasa dalam pengesahan dokumen

pengadaan, misalnya mutasi dilakukan setelah tahun anggaran selesai.
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